BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN B
NOMOR : |0 TAHUN 2019

: TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Menimbang

perlu menetapkan
RKPD Perubahan
t Tahun 2019;

Mengingat ‘ 40 tahun 2003, tentang

Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten
Kepulauan Aru d,iProvms1 Maluku (Lembaran Negara

Und g-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang
Pembangunan Jangka Panjang Nasional

; wesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
>mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 00);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

kedua atas Undang-Undang No
tentang Pemerintahan Daerah
Republik Indonesia Tahun
Tambahan Lembaran Nega
Nomor 5679);

2017 tentang Tata

dan Evaluasi Pe

Evaluasi

BAGIAN

“TAHUN 20109.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peratu ﬁati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Bunpati adalah Bunati Seram Ragian Rarat:
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4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangiinan daerah
untuk periode 5 (lima) tahun Kabupaten Seram Bagian Bar

(satu) tahun Kabupaten Seram Bagian Barat
penjabaran dari RPJMD Kabupaten Seram Bagian B

kerja/lembaga pada Pemerintah Daerah
kepada Bupati dan membantu Bupa
pemerintahan.

7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disebut kepala BAPPEDA Kabupaten

(1) Maksud penyusunan {
bagi PD dalam menyusun

tika Dokumen RKPD.
Bab II. Evaluasi Hasil Triwulan II tahun 2019.
2.1 Hasil Evaluasi Semester Pertama tahun 2019.
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Bab III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Bab IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2 Prioritas dan sasaran Pembangun

Bab V. Penutup

Pembangunan :
4. Kepala BAPP

TENTUAN PENUTUP
Pasal 5

‘Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019
tum dalam lampiran ini merupakan bagian tak
terpisahkan dar1 Peraturan Bupati ini.
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Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkar{i

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pe
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Kabupaten Seram Bagian Barat.

Scanned by VueScan - get afreetrial at www.hamrick.com



Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan per gun‘gan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam -
Kabupaten Seram Bagian Barat.

Diundangkan di Piru
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

RAM BAGIAN BARAT TAHUN 2019
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